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ABSTRAK 

Analisis Sistem Akuntansi Pemerintahan Dan Standar Akuntansi 

Pemerintahan Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Provinsi 

Sumatera Utara  

  

Muhammad Riqki Nugraha 

Program Studi Akuntansi 

Email : rikinugraha288@gmail.com 

 

 Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui dan 

menganalisis sistem akuntansi pemerintahan dan standar akuntansi pemerintahan 

dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan provinsi sumatera utara. Penelitian 

ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan sumber data dokumentasi, 

koesioner dan observasi yang diperoleh dari website BPKAD Prov. Sumatera 

Utara. Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan analisis statistik 

deskriptif. 

 Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan dari koesioner dan observasi 

data laporan keuangan BPKAD bahwa Sistem akuntansi pemerintahan mampu 

mencapai tujuan pengelolaan keuangan, efisiensi dapat meminimalisir waktu yang 

dibutuhkan, transparansi yang dihasilkan mudah dipahami dan di akses oleh publik 

yang artinya sistem akuntansi pemerintahan sangat berhubungan dengan 

peningkatan laporan keuangan. Sedangkan Standar Akuntansi pemerintahan sesuai 

dengan prinsip akuntansi, implementasi seperti kurangnya pemahaman dan 

kesiapan sumber daya manusia dan sistem informasi memadai, hanya saja hasil 

observasi pelaksanaan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan untuk efektifitas 

pengelolaan keuangan kurang efektif dan tingkat efisiensi yang tidak efisien hal ini 

dapat diliat total anggaran lebih tinggi dan realisasi yg terjadi dan realisasi 

pendapatan lebih rendah dibandingkan realisasi belanja daerah. 

 

Kata Kunci : Sistem Akuntansi Pemerintahan, Standar Akuntansi Pemerintahan 

dan Kualitas Laporan Keuangan. 
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ABSTRACT 

Analysis of Government Accounting Systems and Government Accounting 

Standards in Improving the Quality of Financial Reports of North Sumatra 

Province 

  

Muhammad Riqki Nugraha 

Accounting 

Email : rikinugraha288@gmail.com 

 This research is research conducted to determine and analyze the government 

accounting system and government accounting standards in improving the quality 

of financial reports in North Sumatra Province. This study uses a descriptive 

approach, using documentation and observational data sources obtained from the 

North Sumatra Provincial BPKAD website. The analysis used descriptive statistics. 

 Based on the results of the study, it can be concluded that the government 

accounting system is capable of achieving financial management objectives. 

Efficiency can minimize time requirements, and transparency is easily understood 

and accessed by the public. This means that the government accounting system is 

closely related to improving financial reports. While the Government Accounting 

Standards comply with accounting principles, implementation challenges include a 

lack of understanding and readiness of human resources and an adequate 

information system. However, observations of the implementation of the 

Government Accounting Standards indicate a lack of effectiveness and efficiency in 

financial management. This is evident in the higher total budget and lower revenue 

realization compared to regional expenditure realization. 

 

Keywords: Government Accounting System, Government Accounting Standards, 

and Financial Report Quality. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pemerintahan di Indonesia terdiri dari Pemerintahan daerah provinsi yaitu 

dari Pemerintahan Kabupaten dan Pemerintahan Kota yang masing masing 

memiliki hak dan kewajiban dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan 

pemerintahannya dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas 

penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu alat 

untuk melihat hasil kegiatan keuangan daerah yaitu melihat Laporan keuangan 

pemerintahan. Laporan Keuangan merupakan suatu informasi yang 

menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan dan informasi tersebut dapat 

dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan perusahaan, Fahmi (2013 : 2) dalam 

(Nurhasanah et al., 2018). Laporan keuangan digunakan sebagai dasar dalam 

mengambil keputusan. Kualitas laporan keuangan merupakan ukuran ukuran 

normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat 

memenuhi tujuannya (PP No. 7 tahun 2010). 

Menurut (Ikhyarti & Aprila, 2019), Laporan keuangan yang berkualitas 

dapat dikatakan sangat baik jika memberikan informasi laporan keuangan yang 

dapat dipahami dan bisa memenuhi kebutuhan yang diperlukan dalam mengambil 

keputusan yang dapat menghindari suatu kesalahan dalam material dimana laporan 

keuangan dapat dibandingkan dari periode sebelumnya dan periode yg akan datang. 
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Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan berhubungan erat dengan Sistem 

Akuntansi Pemerintahan dan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) karena 

laporan keuangan yang berkualitas harus disusun sesuai dengan pedoman dan 

aturan yang berlaku. Suatu pemerintahan memberikan perubahan yang sangat besar 

di berbagai bidang. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Standar Akuntansi Pemerintahan adalah 

adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan 

laporan keuangan pemerintah. 

Pada tahun 2023 BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara menerbitkan 

LHP atas LKPD Tahun 2022 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk 

28 pemerintah daerah di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Hasil pemeriksaan atas 

LKPD Tahun 2022 pada pemerintah daerah di wilayah Provinsi Sumatera Utara 

menunjukkan 28 pemerintah daerah memperoleh opini WTP. Meskipun 82,35% 

Pemerintah Daerah telah memperoleh opini WTP, masih ditemukan beberapa 

permasalahan yang perlu mendapat perhatian. 

Dari pemeriksaan tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara telah 

menerbitkan 66 LHP Keuangan/Kinerja/DTT dan 334 LHP atas 

pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran Banparpol yang bersumber dari 

APBD pada 34 pemerintah daerah di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Dari 66 

LHP (non Banparpol) secara keseluruhan mengungkapkan 669 temuan dan 2223 

rekomendasi. Ringkasan atas LHP tahun 2023 tersaji dalam tabel berikut. 
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Sumber : Aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan ( SMP ) BPK 

Gambar 1.1 : Jumlah LHP, Temuan Pemeriksaan, dan Rekomendasi Tahun 2023 

 

Dari 66 LHP Keuangan/Kinerja/PDTT yang telah diterbitkan untuk 

kegiatan pemeriksaan tahun 2023, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara 

mengungkapkan 1021 permasalahan senilai Rp391,90 miliar. Permasalahan 

tersebut secara garis besar dibagi dalam tiga kategori, yaitu 1) permasalahan 

ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sebanyak 678 

permasalahan; 2) kelemahan sistem pengendalian intern sebanyak 198 

permasalahan; dan 3) kinerja yang tidak efektif sebanyak 145 permasalahan. 

Permasalahan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terdiri dari 

563 permasalahan ketidakpatuhan yang berdampak finansial (kerugian, potensi 

kerugian atau kekurangan penerimaan) senilai Rp391,90 miliar dan 115 masalah 

ketidakpatuhan berupa penyimpangan administrasi. Sedangkan permasalahan 

kinerja terdiri dari 144 masalah ketidakefektifan. 

Atas permasalahan tersebut BPK merekomendasikan pimpinan entitas 

antara lain :  

a. Terkait dengan permasalahan yang dapat mengakibatkan kerugian, potensi 

kerugian, dan kekurangan penerimaan, pimpinan entitas terkait agar 
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menetapkan dan/atau menarik kerugian, memungut kekurangan penerimaan, 

dan menyetorkannya ke kas daerah. 

b. Terkait dengan permasalahan administrasi dan kelemahan SPI, pimpinan entitas 

terkait agar menertibkan pencatatan dan penyusunan laporan, meningkatkan 

pengendalian atas pengelolaan keuangan, berkoordinasi dengan pihak terkait, 

serta menyusun dan menetapkan kebijakan/pedoman yang diperlukan. 

Sebagai upaya nyata peningkatan transparansi dan akuntabilitas 

pengelolaan keuangan negara tersebut, pemerintah pusat dan pemerintah daerah 

diwajibkan untuk menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan 

negara berupa laporan keuangan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Dalam pasal 6 Peraturan 

Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dinyatakan bahwa ada dua jenis konsolidasi, 

yaitu konsolidasi fiskal dan konsolidasi statistik keuangan pemerintah. Konsolidasi 

fiskal merupakan konsolidasi Laporan Keungan Pemerintah Pusat (LKPP) dan 

Laporan Keungan Pemerintah Daerah (LKPD) yang kemudian disusun menjadi 

Laporan Keungan Pemerintah Konsolidasian (LKPK) sesuai dengan prinsip dan 

aturan akuntansi dengan merujuk pada PSAP Nomor 11. 

Menurut (Sinurat et al., 2023), Standar Akuntansi Pemerintahan ( SAP ) 

merupakan prinsip prinsip akuntansi yang diterapkan dalam tindakan penyusunan 

dan penyajian laporan keuangan pemerintah, Laporan bisa berupa Laporan 

Keuangan Pemerintahan Pusat ( LKPP ) dan Laporan Keuangan Pemerintahan 

Daerah ( LKPD ). 

Sistem Akuntansi Pemerintahan meliputi Sistem Pengendalian Internal ( 

SPIP ) yang merupakan terdiri dari beberapa unsur yaitu PP No. 60 Tahun 2008 : 
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(1) Lingkungan Pengendalian, (2) Penilaian Resiko, (3) Kegiatan Pengendalian, (4) 

Informasi dan Komunikasi, (5) Pemantauan Pengendalian Internal. Menurut 

(Baihaqi, 2018), Sistem akuntansi pemerintah Daerah (SAPD) adalah rangkaian 

sistematik dari prosedur penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk 

mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan 

keuangan di lingkungan organisasi pemerintahan daerah (Peraturan Menteri Dalam 

Negeri No. 64 Tahun 2013). 

Sebagai upaya nyata peningkatan transparansi dan akuntabilitas 

pengelolaan keuangan negara tersebut, pemerintah pusat dan pemerintah daerah 

diwajibkan untuk menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan 

negara berupa laporan keuangan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Dalam pasal 6 Peraturan 

Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dinyatakan bahwa ada dua jenis konsolidasi, 

yaitu konsolidasi fiskal dan konsolidasi statistik keuangan pemerintah. Konsolidasi 

fiskal merupakan konsolidasi Laporan Keungan Pemerintah Pusat (LKPP) dan 

Laporan Keungan Pemerintah Daerah (LKPD) yang kemudian disusun menjadi 

Laporan Keungan Pemerintah Konsolidasian (LKPK) sesuai dengan prinsip dan 

aturan akuntansi dengan merujuk pada PSAP Nomor 11. 

Menurut (Sinurat et al., 2023), Standar Akuntansi Pemerintahan ( SAP ) 

merupakan prinsip prinsip akuntansi yang diterapkan dalam tindakan penyusunan 

dan penyajian laporan keuangan pemerintah, Laporan bisa berupa Laporan 

Keuangan Pemerintahan Pusat ( LKPP ) dan Laporan Keuangan Pemerintahan 

Daerah ( LKPD ). 
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Sistem Akuntansi Pemerintahan meliputi Sistem Pengendalian Internal ( 

SPIP ) yang merupakan terdiri dari beberapa unsur yaitu PP No. 60 Tahun 2008 : 

(1) Lingkungan Pengendalian, (2) Penilaian Resiko, (3) Kegiatan Pengendalian, (4) 

Informasi dan Komunikasi, (5) Pemantauan Pengendalian Internal. Menurut 

(Baihaqi, 2018), Sistem akuntansi pemerintah Daerah (SAPD) adalah rangkaian 

sistematik dari prosedur penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk 

mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan 

keuangan di lingkungan organisasi pemerintahan daerah (Peraturan Menteri Dalam 

Negeri No. 64 Tahun 2013). 

Menurut (Ikhyarti & Aprila, 2019), Berdasarkan peraturan pemerintahan 

No. 60 Tahun 2008, bahwa proses seluruh aktifis audit, pemantauan, evaluasi, 

reviu, dan aktifitas pengecekan yang melakukan tugas dan fungsi organisasi dalam 

memberikan rangka keyakinan yang memadai suatu kegiatan yang telah dilakukan 

sesuai pada tolak ukur dengan yang telah dilakukan secara efektif dalam 

kepemerintahan mewujudkan tata pengelolaan yang baik. 

Undang - undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara dalam 

pasal 32 mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBN/APBD yang disusun dan disajikan sesuai dengan standar 

akuntansi pemerintahan. Dalam siklus APBN, Setiap tahunnya akan ada periode 

pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN di tahun yang berkenaan. Bentuk 

pertanggungjawaban bagi setiap pengguna Anggaran adalah Laporan keuangan 

kementrian/Lembaga ( LKKL ) yang merupakan amanat dari undang   undang 

Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara.  
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Praktik BPKAD ( Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah ) meliputi 

beberapa hal sebagai berikut :  

1.  Badan dipimpin seorang Kepala Badan yang mempunyai tugas merumuskan 

kebijakan teknis Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah,melaksanakan 

pembinaan, koordinasi, monitoring, eveluasi dan pengendalian Pengelolaan 

keuangan dan Aset Daerah, melaksanakan fungsi sebagai Pejabat Pengelolaan 

Keuangan Daerah (PPKD) dan Bendahara Umum Daerah (BUD) serta 

pemberian dukungan penyelenggaraan Pemerintah. 

2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan 

menyelenggarakan fungsi :  

a. menyelenggarakan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan 

pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah 

dibidangperbendaharaan, anggaran, kas daerah dan pengelolaan Aset;  

b. penyelenggaraan pengolahan bahan/data untuk penyempurnaan dan 

penyusunan kebijakan sesuai standar dalam urusan pengelolaanaset; 

pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam bidang pengelolaan Keuangan dan 

Aset Daerah;  

c. Pelaksanaan tugas pembantuan dibidang Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah;  

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur, sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

3. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 

ayat (2) pasal ini, Kepala Badan mempunyai uraian tugas :  
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a. Menyelenggarakan rumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan 

keuangan dan aset daerah berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai 

bahan perumusan kebijakan Kepala Daerah;  

b. Menyelenggarakan dan menetapkan program kerja dan kegiatan dibidang 

pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan tujuandan sasaran 

yang telah ditetapkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;  

c. Menyelenggarakan penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan 

APBD;  

d. Menyelenggarakan    dan    mengesahkan    DPA-SKPD/DPPA-SKPD;  

e. Menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan APBD; Menyelenggarakan 

petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas 

daerah;  

f. Menyelenggarakan penetapan SPD; Menyelenggarakan pelaksanaan 

pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;  

g. Menyelenggarakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah; 

Menyelenggarakan penyajian informasi keuangan daerah;  

h. Menyelenggarakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan 

barang milik daerah;  

i. Menyelenggarakan koordinasi kegiatan pembinaan di bidang pengelolaan 

keuangan dan Aset Daerah dengan unit kerja terkait agarkegiatan tersebut 

dilaksanakan secara terarah , terpadu dan selaras;  

j. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pada Badan mulai dari perencanaan 

sampai dengan evaluasi agar program-program dapat terlaksana sesuai 

dengan sasaran yang telah ditetapkan;  
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k. Menyelenggarakan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Sekretariat dan 

Bidang-bidang pada Badan dengan membandingkan antara hasil kerja yang 

dicapai dengan target kinerja yang telah ditetapkan untuk mengetahui 

tingkat kinerja yang dicapai;  

l. Menyelenggarakan pengawasan terhadap Sekretaris, Kepala Bidang dan 

seluruh staf dalam melaksanakan tugas baik secara preventif maupun 

represif untuk menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam 

pelaksanaan tugas;  

m. Menyelenggarakan dan mendistribusi tugas-tugas yang berkaitan dengan 

Badan kepada Sekretaris dan Kepala Bidang berdasarkan tugas dan fungsi 

agar tugas dapat terlaksana secara efisien dan efektif dan tepat waktu;  

n. Menyelenggarakan dan memberi petunjuk kerja kepada bawahan secara 

lisan maupun tulisan sesuai degan bidang tugasnya agar tugasdapat 

dilaksanakan secara benar sesuai dengan aturan  yang berlaku;   

o. Menyelenggarakan pembinaan  administrasi  keuangan, kepegawaian, 

perencanaan, perlengkapan, dan pengendalian administrasi pemerintah 

berdasarkan pedoman dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas 

dapat berjalan dengan efisien dan efektif;  

p. Menyelenggarakan dan pertimbangan kepada Gubernur mengenai 

pemecahan masalah yang berkaitan dengan bidang badan pengelolaan 

keuangan dan aset daerah baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan 

pertimbangan dalam pengambilan keputusan;  

q. Menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya yang berkaitan dengan tugas 

dan fungsi di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah,pejabat 
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pengelola keuangan daerah dan bendahara umum daerah yang diberikan 

oleh Gubernur Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Kepala Badan 

dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh : Sekretaris, Bidang 

Pengelolaan Anggaran, Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, Bidang 

Akuntansi, Bidang Aset, Bidang Bina Keuangan Daerah Kabupaten/Kota. 

Berdasarkan Opini Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Hasil 

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintahan Sumatera Utara (LKPD) tahun 

2023 yang perlu dapat perhatian adalah sebagai berikut : 

a. Hasil Pemeriksaan LK pemrov sumut tahun 2023 telah memperoleh opini wajar 

tanpa pengecualian (WTP). BPK menekankan beberapa area yang memerlukan 

perhatian khusus terkait pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan 

peraturan perundang undangan Dimana BPK mendapati permasalahan terhadap 

penganggaran lain lain penghasilan asli daerah (PAD) yang tidak rasional dan 

penggunaan dana bagi hasil pajak bagian kabupaten/kota tidak sesuai ketentuan. 

b. Pertanggung jawaban belanja dana Bantuan Operasional Sekolah ( BOS ) yang 

tidak sesuai dengan ketentuan dan terdapat pekerjaan Pembangunan jalan dan 

jembatan Multi Years Contract yang akan membebani Anggaran Pendapatan 

Belanja Daerah ( APBD ) tahun anggaran 2024. 

c. Kekurangan volume/mutu pekerjaan Pembangunan jalan dan jembatan provinsi 

untuk kepentingan strategis daerah provinsi sumut yang tidak sesuai kriteria 

desain. Selain itu, kekurangan volume juga ditemukan atas 14 paket Belanja 

Modal Gedung dan Bangunan pada lima satuan kerja perangkat daerah (SKPD). 
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Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu Penerapan Standar Akuntansi 

Pemerintahan dan Sistem Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan 

Keuangan Berpengaruh Positif dan Signifikan, (Sanjaya, 2017). Hal ini berarti 

semakin tinggi tingkat penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan standar 

akuntansi pemerintah, maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan 

pemerintah daerah. Apabila penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan 

standar akuntansi pada pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang 

berlaku maka akan menghasilkan laporan keuagan yang berkualitas, begitu juga 

sebaliknya. 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas , maka penulis 

mengadakan penelitian dengan judul “Analisis Sistem Akuntansi Pemerintahan 

dan Standar Akuntansi Pemerintahan Dalam Meningkatkan Kualitas 

Laporan Keuangan Provinsi Sumatera Utara” . 

1.2 Identifikasi Masalah  

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi 

identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Adanya ketidaksesuaian dalam laporan sistem pengendalian intern terhadap 

laporan keuangan pemerintahan daerah. 

2. Adanya permasalahan terhadap penganggaran lain lain penghasilan asli daerah 

(PAD) yang tidak rasional terhadap laporan keuangan pemerintahan daerah. 

3. Adanya penggunaan dana bagi hasil pajak bagian kabupaten/kota tidak sesuai 

ketentuan terhadap laporan keuangan pemerintahan daerah. 
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4. Adanya Bantuan Operasional Sekolah ( BOS ) yang tidak sesuai dengan 

ketentuan dan terdapat pekerjaan Pembangunan jalan dan jembatan Multi Years 

Contract yang akan membebani Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ( APBD 

) tahun anggaran 2024. 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, maka rumusan masalah 

yang dijadikan pokok pembahasan penelitian sebagai berikut : 

1. Bagaimana sistem akuntansi pemerintahan dapat meningkatkan kualitas 

laporan keuangan Provinsi Sumatera Utara ? 

2. Bagaimana penerapan standar akuntansi  pemerintahan dapat meningkatkan 

kualitas laporan keungan Provinsi Sumatera Utara? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintahan 

dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan Provinsi Sumatera Utara.  

2. Untuk menguji dan menganalisi pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan 

dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan Provinsi Sumatera Utara.  

3. Untuk menguji dan menganalisi pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintahan dan 

Standard Akuntansi Pemerintahan dalam meningkatkan kualitas laporan 

keuangan Provinsi Sumatera Utara. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini yaitu mampu memberikan kontribusi dibidang akuntansi, 

khususnya dalam bidang akuntansi sektor publik terhadap Sistem Akuntansi 

Pemerintahan dan Standard Akuntansi Pemerintahan dalam meningkatkan kualitas 

laporan keuangan Provinsi Sumatera Utara. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan menjadi masukkan bagi pihak pihak yang 

bersangkutan dalam penelitian. 

3. Manfaat Bagi Penulis 

Manfaat bagi penulis dalam penelitian ini adalah untuk menambah wawasan 

dan pengetahuan tentang menganalisis laporan keuangan daerah sumatera utara 

sehingga penelitian dapat bermanfaat terhadap laporan keuangan daerah dan 

pengembangan ilmu pengetahuan. 
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BAB II  

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Kualitas Laporan Keuangan 

a. Pengertian Laporan Keuangan  

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, Laporan Keuangan merupakan 

laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi transaksi 

yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan Keangan biasanya 

meliputi Laporan Laba Rugi, Ekuitas atau perubahan posisi keuangan, 

Neraca, Arus Kas, dan Catatan Laporan Keuangan. 

Menurut Sari & Nurlaila (2022),Laporan Keuangan dapat dikatakan 

berkualitas apabila laporan keuangan disajikan setiap tahunnya mendapatkan 

penilaian berupa opini dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), ketika BPK 

memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan 

keuangan, sehingga dapat dikatakan laporan keuangan tersebut diungkapkan 

secara wajar dan berkualitas. 

Menurut  Slamet & Irmadiani (2022), Laporan Keuangan merupakan 

bentuk bertanggung jawaban entitas publik yang berisi informasi yang 

dihasilkan dari proses akuntansi sesuai peraturan yang berlaku dan Kualitas 

Laporan Keuangan daerah mencerminkan pengelolaan keuangan yang sehat.  
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Kesimpulannya, Laporan Keuangan adalah hasil laporan yang dilakukan 

dalam suatu perusahaan untuk pertanggungjawaban dalam pengelolaan 

kuangan dalam periode tertentu. 

b. Tujuan Laporan Keuangan 

Menurut Sari & Nurlaila (2022), Laporan keuangan digunakan sebagai 

dasar dalam pengambilan keputusan, maka laporan keuangan pemerintah 

harus disajikan dengan tepat waktu dan dapat diandalkan. Laporan keuangan 

dibuat mempunyai tujuan dan fungsi secara umum bagi pemerintahan, antara 

lain Mardison (2018) dalam Sari & Nurlaila (2022) : 

a) Untuk memberikan informasi yang digunakan dalam keputusan ekonomi, 

social, dan politik serta bukti pertanggungjawaban (Accountability) dan 

pengolahan (Stewadship). 

b) Untuk memberikan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi 

kinerja manajerial dan organisasional.. 

c. Karakteristik Laporan Keungan  

Karaktrtistik dari kualitas laporan keuangan adalah ukuran ukuran 

normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat 

memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini adalah prasyarat 

normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi 

kualitas yang dikehendaki relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat 

dipahami, Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010. 
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Menurut Abdullah & Putra Nainggolan (2019), Tujuan pelaporan 

keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk 

pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas 

pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan. 

Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (2007 : 31) Karakteristik 

laporan Keuangan adalah ukuran ukuran normatif yang perlu diwujudkan 

dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Ada 4 

Karateristik Laporan Keuangan yang diperlukan agar laporan keuangan 

pemerintahan dapat memenuhi kualitas yaitu : 

1. Relevan, Laporan keuangan dapat dikatakan relevan jika informasi yang 

termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan 

membantu mengevaluasi masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa 

depan, serta mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Informasi 

yang relevan memiliki unsur-unsur berikut : 

a. Memiliki manfaat umpan balik (feedback value) 

b. Memiliki manfaat prediktif (predictive value) 

c. Tepat waktu (timeliness) 

d. Lengkap 

2. Andal yaitu informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian 

yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara 

jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi yang andal memenuhi 

karakteristik berikut : 
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a. Penyajian Jujur 

b. Dapat diverifikasi 

c. Netralitas 

3. Dapat dibandingkan, yaitu informasi yang termuat dalam laporan akan 

lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode 

sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. 

4. Dapat dipahami, yaitu informasi yang disajikan dalam laporan keuangan 

dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta serta 

istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.  

d. Komponen Laporan Keuangan  

Menurut Stadard Akuntansi Pemerintahan (2007 : 29) Laporan 

Keuangan terdiri dari : 

1. Laporan Realisasi Anggaran 

2. Neraca 

3. Laporan Arus Kas 

4. Catatan atas Laporan Keuangan  
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2.1.2 Sistem Akuntansi Pemerintahan  

a. Pengertian Sistem Akuntansi Pemerintahan 

Sistem akuntansi merupakan sistem yang dirancang untuk myediakan 

informasi keuangan bagi manajemen melalui koordinasi organisasi formulir, 

catatan dan laporan Menurut Zahro (2019) dalam Kapantow et al (2023). 

Menurut Baihaqi (2018), Sistem akuntansi pemerintah Daerah (SAPD) 

adalah rangkaian sistematik dari prosedur penyelenggara, peralatan, dan 

elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi 

sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintahan 

daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013. 

Menurut Abdullah & Putra Nainggolan (2019), Sistem Informasi 

Akuntansi merupakan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh manajemen 

dalam menyiapkan laporan keuangan secara tepat dan akurat, yang bertujuan 

untuk bahan laporan kepada investor, pemerintah dan dinas perpajakan di 

suatu negara. 

Sistem Akuntansi Pemerintahan menurut Peraturan Menteri Keuangan 

Republik Indonesia Nomor 238/PMK.05/2011 tentang pedoman umum 

sistem akuntansi pemerintahan Bab I Pasal 1 adalah rangkaian sistematik dari 

prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan 

fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan 

di lingkungan organisasi pemerintah.  
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Sistem Akuntansi Pemerintah merupakan salah satu aspek yang 

diberikan dukungan kontrol dengan melakukan laporan kinerja pemerintah, 

hal ini didukung PMK no. 233/PMK.05/2011 Pasal 1 Nomor 8, dimana sistem 

akuntansi pemerintah ini merupakan serangkaian prosedur manual maupun 

terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengiktisaran 

sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada 

kementerian keuangan selaku Bendahara Umum Negara.  

Menurut Billy (2016), Sistem Akuntansi Pemerintah berdasarkan PMK 

PP 71 Tahun 2010 rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, 

peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis 

transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi 

pemerintah.  

Sistem akuntansi pemerintahan adalah sistem yang mencakup 

pendaftaran, klasifikasi, interpretasi, ringkasan, dan pelaporan keuangan 

transaksi atau peristiwa ekonomi dalam rangka pelaksanaan anggaran 

pendapatan dan belanja daerah (APBD), Menurut Lutfiyanti (2018:12) dalam 

Mas’ut et al (2023).  

b. Tujuan Sistem Akuntansi Pemerintahan 

Tujuan Sistem Akuntansi Pemerintah adalah untuk menyajikan 

indormasi yang diperlukan oleh pihak pihak diluar organisasi sesuai dengan 

prinsip akuntansi berlaku umum, Menurut Ratna (2010 ; 8) dalam (Baihaqi, 

2018). 
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Menurut Baihaqi (2018), tujuan Sistem Akuntansi Pemerintahan yaitu : 

1. Untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai 

dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintahan 

daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013. 

2. Untuk mengoperasionalkan prinsip prinsip akuntansi yang telah 

ditetapkan dalam SAP dan kebijakan akuntansi. 

c. Unsur - Unsur Sistem Akuntansi Pemerintahan 

Menurut Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 77 tahun 2020 

menyebutkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah terdiri atas 

pembukuan, pengikhtisaran, dan pelaporan. 

Unsur - unsur sistem akuntansi pemerintahan menurut Lutfiyanti (2018 : 

12) dalam Mas’ut et al (2023) yaitu : 

1. Pencatatan 

Pencatatan laporan keuangan pemerintah di indonesia mengikuti standar 

akuntansi pemerintah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 

Tahun 2010, mencakup berbagai laporan seperti Laporan Realisasi 

Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih ( LPSAL), 

Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas, Laporan 

Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). 

2. Pengikhtisaran 
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Pengikhtisaran laporan keuangan pemerintah adalah tahap dalam Sistem 

Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) yang melibatkan penyusunan 

ikhtisar dari berbagai transaksi dan data keuangan untuk membentuk 

laporan keuangan komprehensif dan akurat. 

3. Pelaporan  

Pelaporan Laporan Keuangan Pemerintah adalah proses penyusunan, 

pemyajian, dan penyampaian informasi keuangan pemerintah, baik di 

tingkat pusat maupun daerah yang bertujuan untuk memberikan 

akuntabilitas, transparansi, dan dasar untuk pengambilan keputusan.  

2.1.3 Standar Akuntansi Pemerintahan  

a. Pengertian Standar Akuntansi Pemerintahan   

Pernyataan Standard Akuntansi Pemerintah Nomor 04 atau PSAP 04 

adalah pernyataan standard akuntansi pemerintah tentang catatan atas laporan 

keuangan. 

Manurut Sinurat et al (2023), Standard Akuntansi Pemerintah ( SAP ) 

merupakan  prinsip  prinsip  akuntansi  yang  diterapkan  dalam  tindak 

penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah, Laporan bisa 

berupa Laporan Keungan Pemerintah (LKPP) dan Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah (LKPD). 

Menurut Rizki & Rialdy (2023) Standar akuntansi pemerintah atau yang 

dikenal dengan SAP diterbitkan oleh komite Standar Akuntansi 
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Pemerintahan. Akuntansi pemerintahan ini kemudian tidak hanya berisi 

mengenai penjelasan yang diberikan pemerintah nasional namun diberikan 

juga oleh PBB ( Perserikatan Bangsa-Bangsa ) (A Manual Government 

Accounting). 

Menurut Sanjaya (2017), Standard Akuntansi Pemerintahan merupakan 

pedoman dan landasan bagi pemerintah baik pemerintah pusat maupun 

pemerintahn daerah dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan 

pemerintah. 

Menurut Billy (2016), Standar Akuntansi Pemerintah ditetapkan dengan 

peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 sebagai pengganti peraturan 

pemerintah no. 24 tahun 2005. Standar Akuntansi Pemerintah dinyatakan 

dalam bentuk pernyataan standar akuntansi pemerintah (PSAP) dilengkapi 

dengan pengantar standar akuntansi pemerintah dan disusun mengacu kepada 

kerangka konseptual akuntansi pemerintah. SAP harus digunakan sebagai 

acuan dalam pelaksanaan sistem akuntansi pemerintah dan meyusun laporan 

keuangan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.  

Kesimpulan dari Stamdar Akuntansi Pemerintah adalah pedoman dan 

landasan bagi pemerintah yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan 

pemerintah sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010. 

b. Peran Standar Akuntansi Pemerintahan  

Adapun peran dari akuntansi pemerintah ini diantaranya ialah sebagai 

berikut : 
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1. Akuntabilitas, ini kemudian mempertanggung jawabkan pengelolaan 

sumber daya dan juga pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada 

entitas pelaporan untuk bias sampai pada tujuan yang telah atau sudah 

ditetapkan dengan secara periodic. 

2. Manajemen, membantu para nasabah untuk kemudian mengevaluasi 

pelaksanaan kegiatan yang dapat memudahkan perencanaan, pengelolaan 

serta juga pengendalian atas seluruh aktiva, kewajiban, serta ekuitas dana 

pemerintahn untuk kepentingan masyarakat. 

3. Transparasi, memberikan informasi keuangan yang terbuka, jujur, 

menyeluruh kepada stakeholders. 

4. Evaluasi Kinerja, mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam 

menggunakan sumber daya ekonomi untuk mencapai kinerja 

transparansi. 

5. Keseimbangan Antargenerasi, memberikan informasi mengenai 

kecukupan penerimaan pemerintah untuk membiayai seluruh 

pengeluaran, dan apakah generasi y.a.d ikut menanggung beban 

pengeluaran tersebut.  

c. Karakteristik Standar Akuntansi Pemerintahan 

Akuntansi pemerintahan tersebut tentu memiliki karakteristik khusus, 

apabila dibandingkan dengan akuntansi bisnis. Dibawah ini merupakan ciri 

atau karakteristik akuntansi pemerintahan diantaranya : 

1. Pemerintah itu mencatat anggaran pada saat anggaran dibukukan 
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2. Pemerintah tersebut tidak berorientasi pada keuntungan hingga di dalam 

akuntansi pemerintahan tersebut kemudian tidak ada laporan laba dan 

juga treatment akuntansi yang berkaitan. 

3. Sangat mungkin menggunakan dana lebih dari satu. 

4. Sifatnya kaku disebabkan karena tergantung pada perundang undangan. 

5. Membukukan pengeluaran modal Tidak memerlukan perkiraan modal 

dan juga laba yang di tahan dalam neraca. 

d.  Unsur - Unsur Standar Akuntansi Pemerintah 

Akuntansi pemerintahan tersebut tentu memiliki karakteristik khusus, 

apabila dibandingkan dengan akuntansi bisnis. Dibawah ini merupakan ciri 

atau karakteristik akuntansi pemerintahan diantaranya : 

1) Pemerintah itu mencatat anggaran pada saat anggaran dibukukan 

2) Pemerintah tersebut tidak berorientasi pada keuntungan hingga di dalam 

akuntansi pemerintahan tersebut kemudian tidak ada laporan laba dan 

juga treatment akuntansi yang berkaitan. 

3) Sangat mungkin menggunakan dana lebih dari satu. 

4) Sifatnya kaku disebabkan karena tergantung pada perundang undangan. 

5) Membukukan pengeluaran modal Tidak memerlukan perkiraan modal 

dan juga laba yang di tahan dalam neraca. 

Menurut Bachtar Arif dkk (2002 : 9) dalam Rizki & Rialdy (2023) 

indikator standar akuntansi pemerintahan : 

1. Penerapan berbasis akrual untuk pengakuan asset, kewajiban, dan ekuitas. 
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2. Penerapan berbasis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan 

pembiayaan. 

3. Penyajian secara wajar.  

2.2 Kerangka Berpikir 

Kerangka berfikir adalah model atau gambar konseptual yang digunakan 

untuk menjelaskan hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. 

Penelitian ini memiliki kerangka penelitian mengenai Analisis Sistem Akuntansi 

Pemerintah dan Standar Akuntansi Pemerintah dalam meningkatkan Kualitas 

Laporan Keuangan Provinsi Sumatera Utara Pada Badan Pengelolaan Dan 

Keuangan Asset Daerah, dimana Sistem Akuntansi Pemerintah adalah sistem yang 

mencakup pendaftaran, klarifikasi, interprestasi, ringkasan, dan pelaporan 

keuangan transaksi atau peristiwa ekonomi dalam rangka pelaksanaan anggaran 

pendapatan dan belanja daerah ( APBD ), sedangkan Standar Akuntansi Pemerintah 

merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam tindak penyusunan & 

penyajian laporan keuangan Pemerintah. Laporan bisa berupa laporan keuangan 

pemerintah pusat ( LKPP ) dan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD).  

Pada tahun 2010, Pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah tahun 2010 

tentang penggunaaan standar akuntansi pemerintah ( SAP ) berbasis akrual. 

Pemerintah merencanakan bahwa standar akuntansi pemerintah ( SAP ) berbasis 

akurual selambat lambatnya tahun 2015. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah 

( SAP ) berbasis akrual dapat meningkatkan akuntabilitas, kesinambungan, 

memberikan dasar pengukuran yang lebih baik yang dapat meningkatkan 
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efektivitas dan efisiensi serta mampu mendorong peningkatan integritas suatu 

organisasi.   

Menurut Sanjaya (2017), Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berbeda 

dengan Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah, perbedaanya terletak pada 

penempatan posisinya, yaitu kalau standar akuntansi pemerintahan lebih kepada 

dasar aturan keuangan daerah yang mengatur daerah itu semestinya, sedangkan 

system akuntansi keuangan daerah lebih kepada seperangkat prosedur yang 

mengatur segala proses dan kegiatan yang ada pada pencatatan keuangan daerah. 

Menurut Peraturan Pemerintah 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintah, informasi dalam laporan keuangan pemerintah dikatakan berkualitas 

jika informasi tersebut memenuhi kriteria dalam akuntansi pemerintahan yaitu 

relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan. 
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Gambar 2.1. Kerangka Berpikir 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Jenis dan pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

kualitatif deskriptif. Kualitatif deskriptif adalah suatu struktur atau rencana yang 

digunakan dalam penelitian kualitatif untuk memadu dan mengorganisir data, serta 

mendeskripsikan fenomena yang diteliti secara mendalam.  

3.2. Definisi Operasional 

Operasional adalah suatu konsep yang bersifat abstrak guna memudahkan 

pengukuran suatu variabel. Operasional juga dapat diartikan sebagai suatu pedoman 

dalam melakukan kegiatan atau pekerjaan penelitian. Definisi operasional adalah 

definisi yang didasarkan pada karakteristik yang dapat diobservasi dari apa yang 

sedang di definisikan atau mengubah konsep yang berupa konstruk dengan kata 

yang menggambarkan perilaku atau gejala yang dapat diamati dan diuji serta 

ditentukan kebenarannya oleh orang lain. Data yang diteliti adalah BPKAD Provisi 

Sumatera Utara periode tahun 2023. 

Kualitas Laporan Keuangan 

Laporan keuangan pemerintah daerah ( LKPD ) adalah proses penyusunan 

dan pelaporan keuangan yang diikuti oleh pemerintah daerah ( PEMDA ) untuk 

memenuhi kewajiban pelaporan dan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan 

APBD. Proses ini mencakup berbagai tahap, mulai dari pencatatan transaksi 

keuangan hingga penyusunan laporan keuangan konsolidasi.  
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Langkah Langkah prosedur laporan keuangan pemerintah daerah : 

a) Pencatatan transaksi keuangan yang dilakukan ditingkat satuan kerja perangkat 

daerah ( SKPD ) dan pejabat penatausahaan keuangan daerah (PPKD), 

Transaksi keuangan dicatat dalam buku jurnal dan di posting ke buku besar dan 

buku pembantu untuk rincian akun tertent 

b) Penyusunan laporan keuangan SKPD disusun berdasarkan neraca saldo setelah 

penyesuaian meliputi LRA ( Laporan Realisasi anggaran ), LO (Laporan 

Operasional), Neraca, dan Laporan Arus Kas diserahkan kepada pengguna 

anggaran untuk diotorisasi 

c) Konsolidasi Laporan Keuangan (SKPD), PPKD mengumpulkan dan 

menggabungkan laporan keuangan SKPD menjadi laporan keuangan 

pemerintah daerah yang disusun paling lambat  3 bulan setelah tahun anggaran 

berakhir 

d) Penyusunan laporan keuangan konsolidasi merupakan gabungan laporan 

keuangan semua SKPD 

e) Pelaporan dan pertanggung jawaban disampaikan kepada kepala daerah melalui 

sekretaris daerah dengan ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan 

BUMD/Perusahaan daerah dengan dilampiri surat pernyataan kepala daerah 

mengenai pengelolaan APBD.   

Adapun beberapa pernyataan yang diberikan untuk BPKAD Prov. Sumut : 
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Tabel 3.1.  

Pernyataan Kualitas Laporan Keuangan 
Kualitas Laporan Keuangan ( Y ) 

1 Laporan keuangan pemerintahan daerah yang disusun sesuai dengan standar akuntansi 

pemerintahan. 

2 Informasi dalam laporan keuangan pemerintahan daerah dibuat secara lengkap yaitu 

mencakup semua informasi akuntansi yang dapat digunakan dalam mengambil 

keuntungan 

3 Informasi dalam laporan keuangan pemerintahan daerah yang dihasilkan dapat 

digunakan untuk mengkoreksi keputusan pengguna di masa lalu ( feedback value) 

4 Informasi dalam laporan keuangan pemerintahan daerah yang dihasilkan dapat 

digunakan sebagai alat untuk memprediksi kejadian di masa datang (predictive value) 

5 Informasi yang dihasilkan dalam laporan keuangan pemerintahan daerah telah 

menggambarkan dengan jujur transaksi dan peristiwa lainnya yang seharusnya 

disajikan dalam laporan keuangan 
6 Informasi yang dihasilkan dalam laporan keuangan pemerintahan daerah tidak berpihak 

pada kepentingan pihak tertentu 

7 Informasi yang termuat dalam laporan keuangan pemerintahan daerah dapat 

dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya. 

8 Pemerintahan daerah menggunakan kebijakan yang sama dari tahun ke tahun 

9 Informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan pemerintahan daerah disajikan dalam 

bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna 

10 Laporan keuangan pemerintahan daerah disusun secara sistematis sehingga mudah 

dimengerti. 

 

Sistem Akuntansi Pemerintahan  

Sistem akuntansi pemerintahan daerah adalah sistem yang mencakup 

pendaftaran klasifikasi, interprestasi, ringkasan dan pelaporan keuangan transaksi 

atau peristiwa ekonomi dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan 

belanja daerah ( APBD ). Pedoman sistem akuntansi pemerintahan daerah bertujuan 

memberikan petunjuk bagaimana penyusunan laporan keuangan di lingkungan 

pemerintahan daerah dilaksanakan. Data pengelolaan keuangan daerah yang akan 
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disusun sebagai laporan keuangan diperolah dari perencanaan ( penganggaran ), 

penatausahaan anggaran dan pertanggungjawaban keuangan daerah.  

Dalam rangka prosedur pengelolaan keuangan daerah termasuk pengelolaan 

informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah dan informasi 

pemerintahan daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan yang telah 

ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 70 Tahun 2019 tentang 

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.  

Adapun beberapa pernyataan yang diberikan untuk BPKAD Prov. Sumut :  

 

Tabel 3.2.  

Pernyataan Sistem Akuntansi Pemerintah 
Sistem Akuntansi Pemerintah (X1) 

1 Penerapan Sistem akuntansi dalam BKAD sudah sesuai dengan standar akuntansi 

pemerintahan ( SAP ) 

2 Dalam BPKAD telah melakukan analisis / identifikasi transaksi pada setiap transaksi 

keuangan. 

3 Staff yang ikut serta dalam penyusunan laporan keuangan telah memahami 

Permendagri nomor 77 tahun 2020. 

4 Telah menyusun laporan arus kas sesuai SAP yang diklasifikasikan berdasarkan 

aktivitas operasi, pendanaan, dan investasi pada instansi tempat saya bekerja. 

5 Dalam BPKAD telah menyajikan catatan atas laporan keuangan pada setiap periode 

pelaporan. 

6 Telah menggunakan basis akrual untuk mengakui aset pada instansi tempat saya 

bekerja 
7 Penyusunan laporan keuangan pada instansi tempat saya bekerja telah sesuai dengan 

Standar Akuntansi Pemerintahan   

8 Pelaporan laporan keuangan dilakukan secara konsisten dan periodik  

9 Informasi telah disediakan secara tepat waktu dan saluran komunikasi telah 

dilaksanakan secara efektif   

10 Pimpinan telah melakukan pemantauan sistem pengendalian intern dalam rangka 

memberikan keyakinan bahwa temuan audit dan evaluasi lainnya bisa segera 

ditindaklanjuti.   
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Standar Akuntansi Pemerintah 

Standar Akuntansi Pemerintah merupakan pedoman dan landasan bagi 

pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam menyusun dan 

menyajikan laporan keuangan pemerintah.  Standar Akuntansi Pemerintah 

bertujuan untuk memastikan bahwa laporan keuangan pemerintah akurat, andal, 

relevan, dan mudah dipahami oleh pengguna. Prosedur standar akuntansi 

pemerintah mencakup aspek mulai dari pengakuan, pengukuran, penyajian, hingga 

pengungkapan informasi keuangan.  

Kebijakan akuntansi pemerintahan yaitu penetapan pilihan entitas 

pemerintah atas prinsip prinsip, dasar dasar, praktik praktik, spesifik yang dipilih 

dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah untuk 

memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan 

keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar 

entitas.   
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Adapun beberapa pernyataan yang diberikan untuk BPKAD Prov. Sumut :  

Tabel 3.3.  

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah 
Standar Akuntansi pemerintahan (X2) 

1 Laporan keuangan merupakan media pertanggungjawaban yang disusun atas dasar asumsi 

tertentu. Yaitu kemandirian ,entitas,Adanya kesinambungan entitas. 

2 Pelaporan informasi keuangan dapat dipahami dengan informasi dalam laporan 

keuangan mempunyai karakteristik relevan, handal dapat diperbandingkan serta 

dipahami oleh pihak yang berkepentingan menggunakan prinsip - prinsip akuntansi dan 

pelaporan keuangan. 

3 Untuk mengatasi setiap kendala informasi yang terjadi maka ada pembatasan terhadap 

laporan yang dinilai terkait dengan unsur - unsur laporan keuangan yaitu , terbatas pada 

laporan keuangan, laporan perubahan ekuitas dengan didasari pada pengakuan terhadap 

unsur - unsur laporan keuangan.  

4 Informasi yang dihasilkan laporan keuangan dapat menunjukkan informasi tentang 

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dibutuhkan, karena dengan informasi ini 

pemerintah mempunyai bahan dalam pengambilan keputusan untuk melakukan 

perbaikan - perbaikan manajemen dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang 

lebih baik 
5 Setiap laporan keuangan tetap memiliki kendala informasi baik relevansinya maupun 

keandalannya 

  
6 Laporan keuangan sudah dapat mencerminkan adanya pengendalian dan penguasaan 

atas entitas pelaporan baik terhadap asset, ketentuan hukum dalam melaksanakan tugas 

guna mencapai misi tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya 

7 Laporan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah wajib disepakati oleh 

DPRD 

8 Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai keluar masuk kas selama periode 

akuntansi 

9  Perubahan kebijakan akuntansi disajikan pada laporan perubahan ekuitas dan 

diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan 

10 Pegawai yang bekerja di BPKAD memiliki kemampuan dan mampu menyusun LKPD 

sesuai Standar Akuntansi. 
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3.3. Tempat dan Waktu Penelitian 

3.3.1. Tempat Penelitian  

Penelitian dilakukan pada Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah ( BKAD 

) Prov. Sumatera Utara, Jalan Imam Bonjol No. 18, Madras Hulu, Kec. Medan 

Maimun, Kota Medan, Sumatera Utara 20212. 

3.3.2. Waktu Penelitian 

Waktu penelitian direncanakan dari bulan Desember 2025. Adapun waktu 

penelitian tersebut sebagai berikut : 

Tabel 3.4.  

Waktu Penelitian 

No Proses Penelitian  
Des 24 Jan 25 Feb 25 Mar 25 Apr 25 Jun 

25 

Jul 

25 

Agst 25 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Pengajuan Judul                                                      

2 Riset awal                                                      

3 Pembuatan Proposal                                                      

4 Bimbingan Proposal                                                      

5 Seminar Proposal                                                      

6 
Penyempurnaan 

Proposal  
                                                    

7 

Pengolahan dan 

analisis data                                                     

8 Penyusunan Skripsi                                                      

9 Bimbingan Skripsi                                                      

10 Sidang Meja Hijau                                                      
3.4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan suatu metode dalam mengumpulkan 

dengan cara yang telah digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang 

akan di teliti ( Azwar, 2015 ). 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data 

dokumentasi, Koesioner, dan Observasi. Studi dokumentasi yaitu mengumpulkan 

data Laporan Keuangan Pemerintah yang diberikan melalui website BPKAD dari 

tahun 2023 yang diperoleh secara tidak langsung. Data – data yang diperlukan pada 
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penelitian ini merupakan laporan keuangan tahun 2023 dan jawaban koresponden. 

Responden yang diinginkan berjumlah 37 0rang diantaranya 1 Kepala Badan, 1 

Sekretaris, 5 Kepala Bidang, 5 Kepala Sub Bagian, 5 Kepala Sub Bidang, dan 10 

Kelompok Jabatan Fungsional. Sedangkan Observasi di lakukan untuk melakukan 

proses pengamatan dan analisis terhadap pelaksanaan keuangan pemerintah, 

khususnya dalam konteks Laporan Keuangan Pemerintah ( LKPP ) dan Laporan 

Keuangan Pemerintah Daersh ( LKPD ). Observasi bertujuan untuk mengevaluasi 

potensi masalah dan memastikan transparasi serta akuntabilitas keuangan 

pemerintah. Observasi dapat dilakukan dalam hal berikut :  

a. Observasi Laporan Realisasi Anggaran ( LRA ) : Menilai kesesuaian realisasi 

anggaran dengan target yang diterapkan dalam APBN / APBD  

b. Observasi Laporan Operasional : Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah dalan 

hal pendapatan dan pengeluaran  

c. Observasi Neraca : Menilai posisi asset, kewajiban, dan ekuitas Pemerintah 

 

 

3.5. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik 

analisis desktiptif. Menurut ( Sugiyono, 2012 ) “Teknik analisis deskriptif adalah 

metode yang berusaha mengumpulkan data yang sesuai dengan keadaan yang 

sebenarnya, mengelola, menganalisis, mengintreprestasikan data yang diperoleh 

sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai keadaan yang diteliti 

serta informasi dalam mengambil keputusan. Metode deskriptif adalah metode 

analisis dengan mengumpulkan data terlebih dahulu yang kemudian di klarifikasi, 
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dianalisis yang selanjutnya di interprestasikan sehingga memberikan gambaran 

mengenai keadaan yang di teliti.  

Adapun observasi yang dilakukan dalam laporan keuangan pemerintah :  

1) Perencanaan, meliputi :  

a. Pemahaman atas Laporan Keuangan Pemerintah, meliputi :  

• Laporan Realisasi Anggaran ( LRA )  

• Neraca  

• Laporan Arus Kas ( LAK )  

• Catatan atas laporan keuangan  

b. Penilaian atas Sistem Akuntansi Pemerintah 

c. Penilaian atas Standar Akuntansi Pemerintah 

2) Penyusunan, meliputi :  

a. Laporan Realisasi Anggaran 

b. Neraca 

c. Laporan Arus Kas 

d. Catatan atas laporan keungan  

e. Analisis dan evaluasi  

3) Pelaksanaan, meliputi :  

a. Memastikan Penerapan SAP yang benar dengan menggunakan analisis 

rasio keuangan pemerintah daerah, yang meliputi rasio derajak 

desentralisasi fiscal, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas 

PAD, rasio efisiensi keuangan daerah, dan rasio keserasian. Hasil 

perhitungan rasio-rasio tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif 



37 

 

untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai kondisi keuangan 

pemerintah daerah Sumatera Utara.  

b. Laporan Keuangan Akurat, transparan dan akuntabel 
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BAB IV  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian  

4.1.1 Gambaran Umum Perusahaan BPKAD Sumatera Utara  

Dizaman Pemerintahan Belanda, Sumatera Utara Merupakan Suatu 

Pemerintah yang bernama Gouverment Van Sumatera, yang meliputi seluruh 

Sumatera  dikepalai oleh seorang Gouvernur berkedudukan di Medan. Sumatera 

terdiri dari daerah-daerah Administrarif yang dinamakan Keresidenan. 

Di zaman permulaan Kemerdekaan Republik Indonesia, Sumatera tetap 

merupakan suatu kesatuan pemerintah yaitu Provisi Sumatera yang dikepalai oleh 

seorang Gubernur dan terdiri dari daerah-daerah Administratif Kersidenan yang 

dikepali oleh seorang Residen 

Pada sidang I Komite Nasional Daerah ( K.N.D ) Provinsi 

Sumatera,mengingat kesulitan -kesulitan perhubungan ditinjau dari segi pertahanan 

diputuskan untuk membagi Provinsi Sumatera menjadi 3 Provinsi yaitu sub 

Provinsi Sumatra Utara ( yang terdiri dari keresidenan Aceh,Keresidenan Sumatera 

Timur dan Keresidenan Tapanuli), Sub Provinsi Sumatra Tengah Dan Sub 

Sumatera Selatan. Dalam Perkembangan selanjutnya Undang-undang No. 10 

Tahun 1948 tgl. 15 April 1948. Pemerintah menetapkan Sumatera menjadi 3 

Provinsi yang masing-masing berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya 

sendiri yaitu : 
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1. Provinsi Sumatera Utara yang meliputi Keresidenan-kereseidenan Aceh, 

Sumatra Timur dan Tapanuli. 

2. Provinsi Sumatera Tengah yang meliputi Keresidenan-kersidenan Sumatera Barat, 

Riau dan Jambi. 

3. Provinsi Sumatera Selatan yang mneliputi Keresidenan-keresidenan Bengkulu, 

Palembang, Lampung dan Bangka Belitung. 

Dengan Berdasarkan Kepada Undang-undang No. 10 Tahun 1948, atas usul 

Gubernur Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan suratnya tgl. 16 Februari 

1973 No. 4585/25. DPRD tingkat I Sumatera Utara dengan keputusan tgl.13 

Agustus 1973 No. 19/K/1973 Telah menetapkan bahwa hari jadi Provinsi Daerah 

Tingkat I Sumatera Utara adalah tgl 15 April 1948 yaitu tanggal ditetapkannya 

U.U.No. 10 tahun 1948 tersebut. 

Pada permulaan tahun 1949 diadakan reorganisasi Pemerintah Sumatera, 

atas pertimbangan berhubungan dengan meningkatnya serangan-serangan 

Belanda.menghendaki suatu sistem pertahanan yang lebih kokoh dan 

sempurna.untuk itu perlu dipusatkan alat-alat kekuasaan sipil dan militer dalam 

tiap-tiap Daerah Militer Istimewa yang berada dalam satu tangan yaitu Gubernur 

Militer.Dengan demikian seluruh kekuasan baik Sipil maupun Militer berada 

ditangan Gubernur Militer. 

Perubahan yang demikian ini ditetapkan dengan keputusan Pemerintah 

Darurat R.I. TGL 16 Mei 1949 No. 21/Pem/P.D.R.I. Dalam tindak lanjutnya dengan 

Keputusan Pemerintah Darurat R.I. tgl.17 Mei 1949 No. 22/Pem/P.D.R.I. Jabatan 

Gubernur Sumatera Utara diadakan.Gubernur yang bersangkutan diangkat menjadi 

Komisaris dengan tugas-tugas memberi pengawasan dan tuntunan terhadap 
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Pemerintah,baik Sipil maupun Militer.Selanjutnya dengan Instruksi Dewan 

Pembantu Dan Penasehat Wakil Perana Menteri tgl 15 September 1949 Sumatera 

Utara dibagi menjadi 2 Daerah Militer Istimewa yaitu Aceh dan Tanah Karo 

diketahui oleh Gubernur Militer Tgk.M.Daud Bereuh dan Tapanuli/Sumatra Timur 

Selatan Oleh Gubernur Militer Dr.F.L. Tobing. 

Selanjutnya dengan ketetapan Pemerintah Darurat R.I dalam bentuk 

Peraturan Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah tgl. 17 Desember 1949 

No. 8/Des/W.K.P.M dibentuklah provinsi Aceh dan Provinsi Tapanuli / Sumatera 

Timur. Kemudian dengan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 5 

Tahun 1950. TGL 14 Agustus 1950. Peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti 

Peraturan Pemerintah 17 Desember 1949 No. 8/Des/W.K.P.M. Tahun 1949 tersebut 

dicabut dan kembali dibentuk Provinsi Sumatera Utara dengan Daerah yang 

meliputi Daerah Keresidenan Aceh. Sumatera Timur dan Tapanuli. Selanjutnya 

dengan peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1950 tgl. 14 Agustus 1950 (pada waktu 

R.I.S )ditetapkan bahwa Daerah R.I.S sesudah terbentuk Negara Kesatuan R.I. 

Terbagi atas daerah-daerah Provinsi: 

1. Jawa Barat.  

2. Jawa Tengah 

3. Jawa timur 

4. Sumatera Utara 

5. Sumatera Tengah 

6. Sumatera Selatan 

7. Kalimantan 

8. Sulawesi 

9. Maluku 

10. Sunda Kecil 

Dalam Perkembangan Selanjutnya tgl. 7 Desember 1956 diundangkanlah 

Undang-undang No. 24 Tahun 1956 yaitu Undang-undang tentang 
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pembentukan,Daerah Otonom Provinsi Aceh dan perubahan peraturan 

Pembentukan Provinsi Sumatera Utara. Pasal I Undang-undang No. 24 Tahun 1956 

ini menyebutkan : 

1) Daerah Aceh yang meliputi Kabupaten-kabupaten : I Aceh besar, 2. Aceh Pedie 

,3.Aceh Utara, 4 Aceh Timur, 5. Aceh Tengah, 6.Aceh Barat, 7. Aceh Selatan,8. 

Kota Besar Kuta Raja, dipisahkan dari lingkungan,Daerah Otonom Provinsi 

Sumatera Utara dimaksud dalam peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

undang No. 5 tahun 1950 an dibentuk menjadi daerah yang berhak mengatur 

dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan nama Provinsi Aceh. 

2) Provinsi Sumatera Utara Tersebut dalam ayat ( 1 ) yang wilayahnya telah 

dikurangi dengan bagian-bagian yang terbentuk sebagain Daerah Otonom 

Provinsi Aceh tetap disebut Provinsi Sumatera Utara. 

Jumlah Daerah Otonom tingkat II di Sumatera Utara. berdasarkan undang-

undang Darurat No. 7 tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom 

Kabupaten, Undang-undang Darurat No. 8 tahun 1956 tentanng pembentukan 

Daerah Otonom Kota-kota Besar.Undang-undang Darurat No. 9 tahun 1956 tentang 

Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota kecil serta Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-undang No. 4 tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tk.II 

adalah 17 buah, saaat ini di Sumatera Utara terdiri dari : 

a. 25 Kabupaten Yaitu: 

1. Kabupaten Tapanuli Tengah 

2. Kabupaten Tapanui Utara 

3. Kabupaten Tapanuli Selatan          

4. Kabupaten Nias 

5. Kabupaten Langkat 

6. Kabupaten Karo 
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7. Kabupaten Deli Serdang 

8. Kabupaten Simalungun      

9. Kabupaten Asahan      

10. Kabupaten Labuhan Batu      

11. Kabupaten Dairi      

12. Kabupaten Pak-pak Barat 

13.  Kabupaten Humbang 

Hasudutan 

14.  Kabupaten Serdang Bedagai 

15.   Kabupaten Toba Samosir 

16.   Kabupaten Samosir 

17.   Kabupaten Nias Selatan 

18. Kabupaten Mandailing Natal 

19. Kabupaten Batu Bara 

20. Kabupaten Padang Lawas 

21. Kabupaten Padang Lawas 

Utara 

22. Kabupaten Labuhan Batu 

Utara 

23. Kabupaten Labuhan Batu 

Selatan 

24. Kabupaten Nias Utara 

25. Kabupaten Nias Barat 

b. 8 Kota Yaitu : 

1. Kota Medan 

2. Kota Pematang Siantar 

3. Kota Sibolga 

4. Kota Tanjung Balai 

5. Kota Binjai 

6. Kota Tebing Tinggi 

7. Kota Padang Sidimpuan 

8. Kota Gunung Sitoli 

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomer 65 tahun 2011 

tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara dibentuk Biro Keuangan 

Setdaprovsu yang merupakan salah satu SKPD dilingkungan Sekeretariat Daerah 

Provsu. 

Namun sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomer 18 tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Daerah Nomer 6 tahun 
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2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera 

Utara dan Peraturan Gubernur Nomer 39 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi 

Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara maka dibentuk 

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara yang 

merupakan gabungan dari Biro Keuangan Sekdaprovsu dan Biro Perlengkapan dan 

Pengelolaan Aset. 

Sehubungan perlunya pembentukan Unit Pelaksana Teknis dalam rangka 

penyuluhan dan pembinaan pengelolaan keuangan kabupaten/kota maka terbit 

Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan 

Gubernur Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Badan Daerah dan 

Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara. 

Terakhir terbit Peraturan Gubernur Sumatera Utara No.7 Tahun 2018 

Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara No. 39 Tahun 

2016 Tentang Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi 

Sumatera Utara. 

4.1.2 Analisis Persentase Jawaban Responden 

Sebelum dilakukan analisi peneliti melakukan pendistibusian jawaban 

responden, untuk melihat apakah kondisi di lapangan sesuai dengan jawaban 

responden, dalam penelitian ini menggunakan skala liker dengan skor 1-5. 

Tabel 4.1.  

Kriteria Jawaban Responden 

Kriteria  Keterangan  Skor 

SS Sangat Setuju 5 

SS Setuju 4 

KS Kurang Setuju 3 
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TS Tidak Setuju  2 

STS Sangat Tidak Setuju 1 

 

 Dalam Penelitian ini jumlah responden adalah 37 orang, terdiri dari 27 Laki 

– Laki dan 10 Perempuan dengan pendidikan S1 berjumlah 20 Orang, S2 Berjumlah 

8 Orang, Diploma berjumlah 2 Orang, dan SMA berjumlah 7 Orang. 

4.1.2.1.Persentase Responden Variabel Sistem Akuntansi Pemerintah  

Tabel 4.2. 

Persentase Jawaban Responden Variabel Sistem Akuntansi Pemerintah 
No.  Uraian Pernyataan SS S KS TS STS 

F % F % F % F % F % 

1 Penerapan Sistem 

akuntansi dalam 

BKAD sudah sesuai 

dengan standar 

akuntansi 

pemerintahan ( SAP ) 

17 45,90% 20 54,10% - - - - - - 

2 Dalam BPKAD telah 

melakukan analisis / 

identifikasi transaksi 

pada setiap transaksi 

keuangan. 

18 48,60% 19 51,40% - - - - - - 

3 Staff yang ikut serta 

dalam penyusunan 

laporan keuangan 

telah memahami 

Permendagri nomor 

77 tahun 2020. 

14 37,80% 20 54,10% 3 8,10% - - - - 

4 Telah menyusun 

laporan arus kas 

sesuai SAP yang 

diklasifikasikan 

berdasarkan aktivitas 

operasi, pendanaan, 

dan investasi pada 

instansi tempat saya 

bekerja. 

11 29,70% 22 59,50% 4 10,80% - - - - 

5 Dalam BPKAD telah 

menyajikan catatan 

atas laporan keuangan 

pada setiap periode 

pelaporan. 

10 27% 19 15,40% 8 21,60% - - - - 

6 Telah menggunakan 

basis akrual untuk 

mengakui aset pada 

9 24,30% 12 32,40% 16 43,20% - - - - 
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instansi tempat saya 

bekerja 

7 Penyusunan laporan 

keuangan pada 

instansi tempat saya 

bekerja telah sesuai 

dengan Standar 

Akuntansi 

Pemerintahan   

9 25% 24 66,70% 3 8,30% - - - - 

8 Pelaporan laporan 

keuangan dilakukan 

secara konsisten dan 

periodik  

8 21,60% 27 73% 2 5,40% - - - - 

9 Informasi telah 

disediakan secara 

tepat waktu dan 

saluran komunikasi 

telah dilaksanakan 

secara efektif   

8 22,20% 22 61,10% 6 16,70% - - - - 

10 Pimpinan telah 

melakukan 

pemantauan sistem 

pengendalian intern 

dalam rangka 

memberikan 

keyakinan bahwa 

temuan audit dan 

evaluasi lainnya bisa 

segera 

ditindaklanjuti.   

9 24,30% 23 62,20% 5 13,50% - - - - 

Sumber : Data Primer Tahun 2024, diolah 

Sistem Akuntansi Pemerintahan Pada BPKAD Prov. Sumut telah 

sepenuhnya Menerapkan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah  dengan 

menggunakan Sistem SIPD dilakukan secara komputerisasi dan berjalan dengan 

baik dan lancar sehingga menghasilkan laporan keuangan yang dapat memberikan 

manfaat lebih baik bagi para pemangku kepentingan, baik para pengguna maupun 

pemeriksa laporan keuangan yang dapat memberikan informasi yang lebih 

komprehensif, tidak hanya capaian realisasi anggaran namun juga data yang 

dihasilkan merupakan data yang lebih Relevan,andal, dapat dibandingkan serta 

dapat dipahami.  
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4.1.2.2.Persentase Responden Variabel Standar Akuntansi Pemerintah 

Tabel 4.3. 

Persentase Jawaban Responden Variabel Standar Akuntansi Pemerintah 
No.  Uraian Pernyataan SS S KS TS STS 

F % F % F % F % F % 

1 Laporan keuangan 

merupakan media 

pertanggungjawaban 

yang disusun atas 

dasar asumsi tertentu. 

Yaitu kemandirian 

,entitas,Adanya 

kesinambungan 

entitas. 

13 35,10% 18 48,60% 6 16,20% - - - - 

2 Pelaporan informasi 

keuangan dapat 

dipahami dengan 

informasi dalam 

laporan keuangan 

mempunyai 

karakteristik relevan, 

handal dapat 

diperbandingkan serta 

dipahami oleh pihak 

yang berkepentingan 

menggunakan prinsip 

- prinsip akuntansi 

dan pelaporan 

keuangan. 

12 32,40% 18 48,60% 7 18,90% - - - - 

3 Untuk mengatasi 

setiap kendala 

informasi yang terjadi 

maka ada pembatasan 

terhadap laporan yang 

dinilai terkait dengan 

unsur - unsur laporan 

keuangan yaitu , 

terbatas pada laporan 

keuangan, laporan 

perubahan ekuitas 

dengan didasari pada 

pengakuan terhadap 

unsur - unsur laporan 

keuangan.  

12 32,40% 24 64,90% 1 2,70% - - - - 

4 Informasi yang 

dihasilkan laporan 

keuangan dapat 

menunjukkan 

informasi tentang 

akuntabilitas kinerja 

instansi pemerintah 

yang dibutuhkan, 

karena dengan 

informasi ini 

pemerintah 

14 37,80% 19 51,40% 4 10,80% - - - - 
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mempunyai bahan 

dalam pengambilan 

keputusan untuk 

melakukan perbaikan 

- perbaikan 

manajemen dalam 

penyelenggaraan 

urusan pemerintah 

yang lebih baik 

5 Setiap laporan 

keuangan tetap 

memiliki kendala 

informasi baik 

relevansinya maupun 

keandalannya 

11 29,70% 12 32,40% 14 37,80% - - - - 

6 Laporan keuangan 

sudah dapat 

mencerminkan adanya 

pengendalian dan 

penguasaan atas 

entitas pelaporan baik 

terhadap asset, 

ketentuan hukum 

dalam melaksanakan 

tugas guna mencapai 

misi tertentu yang 

telah ditetapkan 

sebelumnya 

10 27% 24 64,90% 3 8,10% - - - - 

7 Laporan perubahan 

anggaran pendapatan 

dan belanja daerah 

wajib disepakati oleh 

DPRD 

11 29,70% 17 45,9& 8 21,60% 1 2,70% - - 

8 Laporan arus kas 

menyajikan informasi 

mengenai keluar 

masuk kas selama 

periode akuntansi 

8 21,60% 21 56,80% 8 21,60% - - - - 

9  Perubahan kebijakan 

akuntansi disajikan 

pada laporan 

perubahan ekuitas dan 

diungkapkan dalam 

catatan atas laporan 

keuangan 

8 22,20% 25 69,40% 3 8,30% - - - - 

10 Pegawai yang bekerja 

di BPKAD memiliki 

kemampuan dan 

mampu menyusun 

LKPD sesuai Standar 

Akuntansi. 

8 22,20% 19 52,80% 9 25% - - - - 

Sumber : Data Primer Tahun 2024, diolah 

 

Penerapan Akuntansi Pemerintahan sudah berjalan dengan baik di kantor 

BPKAD ( Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara) terlihat dari 
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jawaban responden yang mayoritasnya adalah setuju artinya penerapan akuntansi 

pemerintahan sudah mengalami peningkatan. Adapun hal yang tidak disetujui 

mengenai laporan perubahan anggaran dan belanja daerah wajib di sepakati oleh 

DPRD dan mengenai laporan keuangan tetap memiliki kendala informasi baik 

relevansinya maupun kendalanya.  

4.1.2.3.Persentase Responden Variabel Kualitas Laporan Keuangan 

Tabel 4.4. 

Persentase Jawaban Responden Variabel Kualitas Laporan Keuangan 
No.  Uraian Pernyataan SS S KS TS STS 

F % F % F % F % F % 

1 Laporan keuangan 

pemerintahan daerah 

yang disusun sesuai 

dengan standar 

akuntansi 

pemerintahan. 

14 37,80% 22 59,50% 1 2,70% - - - - 

2 Informasi dalam 

laporan keuangan 

pemerintahan daerah 

dibuat secara lengkap 

yaitu mencakup 

semua informasi 

akuntansi yang dapat 

digunakan dalam 

mengambil 

keuntungan 

12 32,40% 16 43,20% 9 24,30% - - - - 

3 Informasi dalam 

laporan keuangan 

pemerintahan daerah 

yang dihasilkan dapat 

digunakan untuk 

mengkoreksi 

keputusan pengguna 

di masa lalu ( 

feedback value) 

20 55,60% 16 44,40% - - - - - - 

4 Informasi dalam 

laporan keuangan 

pemerintahan daerah 

yang dihasilkan dapat 

digunakan sebagai 

alat untuk 

memprediksi kejadian 

di masa datang 

(predictive value) 

19 51,40% 17 45,90% 1 2,70% - - - - 
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5 Informasi yang 

dihasilkan dalam 

laporan keuangan 

pemerintahan daerah 

telah menggambarkan 

dengan jujur transaksi 

dan peristiwa lainnya 

yang seharusnya 

disajikan dalam 

laporan keuangan 

11 29,70% 13 35,10% 13 35,10% - - - - 

6 Informasi yang 

dihasilkan dalam 

laporan keuangan 

pemerintahan daerah 

tidak berpihak pada 

kepentingan pihak 

tertentu 

10 27% 19 51,40% 8 21,60% - - - - 

7 Informasi yang 

termuat dalam laporan 

keuangan 

pemerintahan daerah 

dapat dibandingkan 

dengan laporan 

keuangan periode 

sebelumnya. 

8 21,60% 19 51,40% 10 27% - - - - 

8 Pemerintahan daerah 

menggunakan 

kebijakan yang sama 

dari tahun ke tahun 

6 16,20% 5 13,50% 26 70,30% - - - - 

9 Informasi yang 

dihasilkan dari 

laporan keuangan 

pemerintahan daerah 

disajikan dalam 

bentuk serta istilah 

yang disesuaikan 

dengan batas 

pemahaman para 

pengguna 

8 21,60% 20 54,10% 9 24,30% - - - - 

10 Laporan keuangan 

pemerintahan daerah 

disusun secara 

sistematis sehingga 

mudah dimengerti. 

8 21,60% 26 70,30% 3 8,10% - - - - 

Sumber : Data Primer Tahun 2024, diolah 

Kualitas Laporan Keuangan sudah berjalan dengan baik di kantor Badan 

Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara terlihat dari jawaban 

responden yang mayoritasnya setuju artinya Kualitas Laporan Keuangan 

mengalami peningkatan.  
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4.1.3 Deskripsi Hasil Penelitian  

Dalam penelitian ini variabel – variabel penelitian diklarifikasikan menjadi 2 

kelompok yaitu : variabel bebas (independent variable) dan variabel terikat ( 

dependent variable). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Standar Akuntansi 

Pemerintahan dan Sistem Akuntansi Pemerintahan sedangkan variabel yang terikat 

adalah Laporan Keuagan.   

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah BKAD Provinsi 

Sumatera Utara periode. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Standar 

Akuntansi Pemerintah dan Sistem Akuntansi Pemerintah dalam Meningkatkan 

Laporan Keuangan Pemerintah.  

Adapun observasi yang dilakukan dalam laporan keuangan pemerintah :  

1) Perencanaan, meliputi :  

a. Pemahaman atas Laporan Keuangan, meliputi :  

1. Laporan Realisasi Anggaran ( LRA ), dalam LRA terdapat empat unsur 

utama yang harus disajikan yaitu :  

a. Pendapatan  

Pendapat - LRA yang terdapat dilaporan realisasi anggaran pada tahun 

2023 IDR 12.758.2543697.290,51 sedangkan Anggaran yang diberikan 

senilai IDR 14.375.662.997.407. 

b. Belanja  

Belanja yang terdapat dilaporan realisasi anggaran pada tahun 2023 

IDR 13.747.080.589.241,99 sedangkan Anggaran yang diberikan 

senilai IDR 15.391.837.409.257. 
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c. Transfer  

Transfer yang terdapat di laporan realiasasi anggaran pada tahun 

2023 terdiri dari 2 ; Trasnfer Masuk yaitu pendapatan transfer 

senilai IDR 5.443.196.241.831 sedangkan Anggaran yang diberikan 

senilai IDR 5.532.890.363.040; Transfer Keluar yaitu belanja 

Transfer yang berupa belanja bagi hasil senilai IDR 

3.032.087.837.486,55 sedangkan Anggaran yang diberikan senilai 

IDR 3.046.552.636.573. 

d. Pembiayaan  

Pembiayaan yang terdapat dilaporan realisasi anggaran pada tahun 

2023 IDR 1.071.462.606.520,71 sedangkan Anggaran yang 

diberikan senilai IDR 1.016.174.411.850. 

2. Neraca  

Dalam Neraca terdapat tiga unsur utama yang harus disajikan yaitu :  

a. Aset 

Aset yang terdapat dilaporan Neraca pada tahun 2023 IDR 

24.392.124.270.266,11  

b. Kewajiban  

Kewajiban yang terdapat dilaporan Neraca pada tahun 2023 IDR 

2.819.161.340.236,26 

c. Ekuitas Dana 

Ekuitas yang terdapat dilaporan Neraca pada tahun 2023 IDR 

21.572.962.930.029,85 

3. Laporan Arus Kas ( LAK )  
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Dalam Laporan Arus Kas terdapat 2 unsur utama yang harus disajikan 

yaitu :  

a) Penerimaan Kas  

Penerimaan Kas yang terdapat dilaporan Neraca pada tahun 2023terdiri 

dari : 

Arus kas Masuk dari aktivitas Operasi IDR 12.757.833.199.492,51 

Arus kas Masuk dari aktivitas Investasi IDR 0 

Arus kas Masuk dari aktivitas Pendanaan IDR 0 

Arus kas Masuk dari aktivitas Transitoris IDR 473.216.300.923 

b) Pengeluaran Kas  

Pengeluaran Kas yang terdapat dilaporan Neraca pada tahun 2023 terdiri 

dari :  

Arus kas Masuk dari aktivitas Operasi IDR 11.118.760.253.480,63 

Arus kas Masuk dari aktivitas Investasi IDR 2.629.552.763.164,36 

Arus kas Masuk dari aktivitas Pendanaan IDR 4.698.000.000 

Arus kas Masuk dari aktivitas Transitoris IDR 473.206.852.098 

4. Catatan atas laporan keuangan  

Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan / menyajikan / 

menyediakan hal-hal sebagai berikut: 

a) Mengungkapkan informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas 

Akuntansi; 

b) Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi 

makro; 

c) Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan 

kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target; 
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d) Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan 

kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas 

transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya; 

e) Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan 

pada lembar muka laporan keuangan; 

f) Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar 

Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka 

laporan keuangan; 

g) Menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang 

wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.  

b. Penilaian atas Sistem Akuntansi Pemerintah, meliputi :  

1. Efektivitas mampu mencapai tujuan pengelolaan keuangan  

2. Efisiensi meminimalisir waktu yang dibutuhkan dalam proses 

pengelolaan keuangan  

3. Relevansi dengan kebutuhan dan kondisi keuangan  

4. Akuntabilitas pengelolaan laporan keuangan dapat dipertanggung 

jawabkan  

5. Transparansi yang dihasilkan mudah dipahami dan diakses oleh publik  

6. Akurasi dapat memastikan bahwa seluruh transaksi keuangan dicatat dan 

dilaporkan dengan akurat  

7. Pemenuhan standar akuntansi dapat dibandingkan dengan laporan 

keuangan di kota yang lain  

8. Integrasi yang digunakan yaitu sistem anggaran dan sistem informasi 

manajemen  

c. Penilaian atas Standar Akuntansi Pemerintah, meliputi :  
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1. Sesuai dengan Prinsip Akuntansi untuk memastikan Laporan Keuangan 

pemerintah sesuai dengan prinsip yang berlaku umum dan prinsip 

akuntansi akrual  

2. Manfaat bagi pemerintahan dapat meningkatkan transparasi, 

akuntabilitas, dan efektifitas pengelolaan keuangan public, serta 

mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik  

3. Tantangan implementasi seperti kurangnya pemahaman dan kesiapan sumber 

daya manusia dan sistem informasi yang memadai. 

2) Penyusunan, meliputi :  

a. Laporan Realisasi Anggaran 
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Sumber : https://sumutprov.go.id/indeks-pengelolaan-keuangan-daerah 

Gambar 4.1 : Laporan Realisasi Anggaran Periode Tahun 2023 

 

b. Neraca 
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Sumber : https://sumutprov.go.id/indeks-pengelolaan-keuangan-daerah 

Gambar 4.2 : Neraca Periode Tahun 2023 
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c. Laporan Arus Kas 
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Sumber : https://sumutprov.go.id/indeks-pengelolaan-keuangan-daerah 

Gambar 4.3 : Laporan Arus Kas Periode Tahun 2023 
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d. Catatan atas laporan keuangan  

e. Analisis dan evaluasi  

3) Pelaksanaan, meliputi :  

a. Penerapan SAP yang benar dengan menggunakan analisis rasio 

keuangan pemerintah daerah, yang meliputi  

1. Rasio Derajak desentralisasi fiscal,  

DDF =
Pendapatan Asli Daerah t

Total Pendapatan Daerah t
 x 100 % 

DDF =
7.226.109.603.500,51

12.758.254.697.290,51
 x 100 % 

DDF = 56,63 % 

Skala interval menjelaskan diatas 50,00 kemampuan keuangan 

sangat baik maka untuk kemampuan keuangan BPKAD tahun 2023 

sangat baik. 

2. Rasio kemandirian keuangan daerah,  

RKKD =
Pendapatan Asli Daerah t

Pendapatan Transfer
 x 100 % 

RKKD =
7.226.109.603.500,51

5.443.196.241.831,00
 x 100 % 

RKKD = 132,75 % 

Pola hubungan dan tingkat kemampuan menjelaskan jika Tingkat 

kemandirian lebih dari 75 % maka kemampuan keuangan tinggi dan 

pola hubungan disebut dengan delegatif Dimana campur tangan 

pemerintahan pusat sudah tidak ada kerena daerah telah benar benar 

mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah. 

3. Rasio efektivitas PAD,  

REP =
Realisasi Pendapatan Asli Daerah

Anggaran Pendapatan Asli Daerah 
 x 100 % 
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REP =
7.226.109.603.500,51

8.738.713.169.367,00
 x 100 % 

REP = 82 % 

Kriteria Penilaian Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah diatas 

100 % maka kinerja keuangan sangat efektif, 100 % maka kinerja 

keuangan efektif, 90%-99% maka kinerja keuangan cukup efektif, 

75%-89% maka kinerja keuangan kurang efektif. Sedangkan 

efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada BPKAD Prov Sumut 

2023 82 % dimana penilaiaian efektifitas kurang efektif. 

4. Rasio efisiensi keuangan daerah,  

REKD =
Realisasi Belanja Daerah 

Realisasi Pendapatan Daerah
 x 100 % 

REKD =
13.747.080.589.241,99

12.758.254.697.290,51
 x 100 % 

REKD = 107,75 % 

Kriteria Penilaian Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah diatas 40 

% maka kinerja keuangan tidak efisien, dibawah 10 % maka kinerja 

keuangan sangat efisien, 10%-29% maka kinerja keuangan efisien, 

21%-30% maka kinerja keuangan cukup efisien, 31%-40% maka 

kinerja keuangan kurang efisien. Sedangkan efisiensi pengelolaan 

keuangan daerah pada BPKAD Prov Sumut 2023 107,75 % dimana 

penilaiaian efektifitas adalah tidak efisien. 

5. Rasio keserasian 

Rasio Belanja Operasi =
Total Belanja Operasi 

Total Belanja Daerah
 x 100 % 

Rasio Belanja Operasi =
8.027.938.578.920,08

13.747.080.589.241,99
 x 100 % 

Rasio Belanja Operasi = 58,3 % 
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Umumnya belanja operasi mendominasi total belanja daerah 

proporsinya yaitu antara 60-90%. Jika tingkat pendapatan tinggi 

maka cenderung memiliki porsi belanja operasi yang lebih tinggi 

juga.  

Rasio belanja modal adalah perbandingan dari total belanja 

modal dan total belanja daerah. Umumnya proporsi belanja modal 

dan belanja daerah yaitu antara 5 – 20%. Berikut perhitungan 

belanja :  

Belanja Modal =
Total Belanja Modal 

Total Belanja Daerah
 x 100 % 

Belanja Modal =
2.629.552.763.164,36

13.747.080.589.241,99
 x 100 % 

Belanja Modal = 19,12 %  

Dalam menentukan besarnya belanja operasi dan belanja modal di 

APBD ini belum terdapat patokan yang baku, hal ini terjadi karena 

belanja ini disesuaikan dengan kebutuhan masing masing daerah 

yang mana jika pemerintah daerah berorientasi pada pertumbuhan 

dan pembangunan ekonomi di daerah tersebut, maka pemerintah 

daerah sudah seharusnya memperbesar anggaran di belanja 

modalnya dari pada modal operasi. 

b. Laporan Keuangan BPKAD Prov. Sumut tergolong Akurat, transparan 

dan akuntabel. 
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4.2 Pembahasan   

Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah dalam meningkatkan Kualitas 

Laporan Keuangan  

Dari hasil penelitian mengenai analisis penerepan sistem akuntansi keuangan 

pemerintah pada BPKAD Prov. Sumut merupakan bagian penting dalam 

pengelolaan keuangan daerah yang harus dilakukan secara transparan, akuntable, 

dan efisien sesuai dengan regulasi yang berlaku.  Penerapan Sistem Akuntansi 

Keuangan Pemerintah yang baik akan mendukung pengelolaan anggaran yang 

tepat, meningkatkan layanan kepada masyarakat, serta memperkuat tata kelola 

pemerintahan yang baik. Melalui pencatatan yang rapi, pelaporan yang jelas, serta 

pengawasan yang ketat, BPKAD Prov. Sumut dapat mengelola keuangan dengan 

lebih profesional dan dapat dipertanggungjawabkan.  

Pada Fokus Penelitian dijelaskan bahwa tujuan penulisan skripsi ini Untuk 

Mengetahui Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah sehingga temuan 

Penelitian Pada BPKAD Prov. Sumut telah sepenuhnya Menerapkan Sistem 

Akuntansi Keuangan Pemerintah  dengan menggunakan Sistem SIPD dilakukan 

secara komputerisasi berjalan dengan baik dan lancar sehingga menghasilkan 

laporan keuangan yang dapat memberikan manfaat lebih baik bagi para pemangku 

kepentingan, baik para pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan yang dapat 

memberikan informasi yang lebih komprehensif, tidak hanya capaian realisasi 

anggaran namun juga data yang dihasilkan merupakan data yang lebih 

Relevan,andal, dapat dibandingkan serta dapat dipahami sehingga mudah dalam 

pengambilan keputusan hal ini didukung dengan adanya faktor pendukung yaitu 
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sumber daya manusia yang memadai,teknologi yang memadai serta fasilitas dan 

perlengkapan yang memadai sehingga pekerjaan dapat terselesaikan dengan baik 

sehingga penelitian ini sejelan dengan penelitian terdahulu menurut Vira Saputri 

Yuniar (2021) dengan menggunakan metode kualitatif Deskriptif dalam 

penelitiannya, mngemukakan hasil temuan ini menunjukkan bahwa Penerapan 

sistem akuntansi keuangan pada Kantor Kecamatan Makassar telah sesuai dengan 

pedoman yang telah ditetapkan. Semua sistem akuntansi keuangan telah dijalankan 

dengan baik. 

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dalam meningkatkan Kualitas 

Laporan Keuangan  

Dari hasil penelitian mengenai standar akuntansi keuangan pemerintah pada 

BPKAD Prov. Sumut sejak penerapan SAP berbasis akrual telah membawa 

beberapa perubahan positif dalam pelaporan keuangan pemerintah. Salah satu 

keberhasilan utama adalah peningkatan kualitas laporan keuangan yang lebih 

lengkap dan informatif. Laporan ini memungkinkan pemerintah untuk menyajikan 

posisi keuangan yang lebih komprehensif, mencakup informasi tentang utang 

jangka panjang, aset tetap, serta kewajiban lainnya yang tidak tercatat dalam basis 

kas. 

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah yang benar dapat dibuktikan 

dengan menggunakan menganalisis rasio keuangan, yang meliputi : Rasio Derajak 

desentralisasi fiscal untuk menunjukkan tren peningkatan signifikan pada tahun 

2023 rasio ini berasa pada kategori sangat baik dengan nilai rasio 56,63%.  
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Peningkatan ini mengindikasikan semakin meningkatnya kemampuan 

pemerintah daerah dalam menggali dan mengoptimalkan sumber sumber 

pendapatan asli daerah dibandingkan total pendapatan daerah. 

Dari sisi kemandirian keuangan daerah, pemerintah daerah sumut 

menunjukkan perkembangan mengembirakan. Rasion ini berada pada tinggat 

132,75 % dimana hal ini menunjukkan pola hubungan mayoritas "Delegatif" yang 

mencerminkan ketergantungan yang semakin rendah terhadap pendapatan transfer 

dari pemerintah pusat. 

Rasio Efektivitas PAD menunjukkan kategori "kurang efektif" dimana rasio 

ini berada pada tingkat 82 % kemungkinan karena peningkatan target yang terlalu 

ambisius dibandingkan realisasi tahun sebelumnya. 

Dari segi efisiensi keuangan daerah pemerintah daerah sumatera utara "Tidak 

Efisien" tren ini mengkhawatirkan karena menunjukkan peningkatan belanja daerah 

yang tidak di imbangi dengan peningkatan pendapatan. Kondisi ini mencerminkan 

adanya defisit anggaran yang perlu mendapat perhatian serius untuk keberlanjutan 

fiskal jangka panjang.  

Rasio kerahasian Belanja dalam menentukan besarnya belanja operasi dan belanja 

modal di APBD ini belum terdapat patokan yang baku, hal ini terjadi karena belanja 

ini disesuaikan dengan kebutuhan masing masing daerah yang mana jika 

pemerintah daerah berorientasi pada pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di 

daerah tersebut, maka pemerintah daerah sudah seharusnya memperbesar anggaran 

di belanja modalnya dari pada modal operasi.



 

64 

BAB V 

PENUTUP  

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan data yang diperoleh yang telah dilakukan serta pembahasan pada 

bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan mengenai Analisis Sistem 

Akuntansi Pemerintah dan Standar Akuntansi Pemeritnah dalam meningkatkan 

Kualitas Laporan Keuangan Prov. Sumatera :  

1. Anallisis Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Pada BPKAD Prov. Sumut sudah 

sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan yakni Sistem Akuntansi Pemerintah. 

Sehingga informasi mengenai penyajian Laporan Keuangan yang dihasilkan dikatakan 

sudah akurat karena informasi yang dihasilkan dapat dipercaya dan relevan. 

2. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual telah membawa beberapa 

perubahan positif dalam pelaporan keuangan pemerintah. Salah satu keberhasilan 

utama adalah peningkatan kualitas laporan keuangan yang lebih lengkap dan 

informatif. hanya saja pelaksanaan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan untuk 

efektifitas pengelolaan keuangan kurang efektif dan tingkat efisiensi yang tidak efisien 

hal ini dapat diliat total anggaran lebih tinggi dan realisasi yg terjadi dan realisasi 

pendapatan lebih rendah dibandingkan realisasi belanja daerah.  

5.2 Saran  

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis menyarankan dengan beberapa 

saran yaitu : 

1. Dalam penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah pada kantor camat 

sudah cukup baik digunakan akan tetapi yang perlu diperhatikan adalah 
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penerapan standar akuntansi untuk efektif dan efisien sehingga pendapatan 

lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran. 

2. Kepada peneliti selanjunya yang ingin meneliti dengan tema yang sama 

diharapkan dapat menambah variabel penelitian sehingga memperluas 

pembahasan penelitian. 
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